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V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut :

1.

Pemungutan retribusi kebersihan di pasar sentral dibandar jaya dilakukan
setelah penetapan tarif retribusi kebersihan Pasar Sentral di Lampung
Tengah yang diukur berdasarkan tingkat pengguna jasa dan tarif
retribusi, maka mengenai pemungutan pembayaran retribusi kebersihan
dilaksanakan Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kabupaten dan
bekerjasama dengan Dinas Pasar Lampung Tengah sebagai kolektor
yang pemungutannya dilakukan oleh staf unit Pelaksana Unit Dinas
(UPTD).

Pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan Pasar Sentral di
Kabupaten Lampung Tengah memiliki faktor penghambat dan
pendukung, faktor penghambat pelaksanaan pemungutan retribusi
tersebut adalah masyarakat yang masih belum mengerti tentang
pentingnya retribusi kebersihan pasar ini bagi daerah dan jenis-jenis
pasar dalam penentuan tarif yang masih rancu sehingga mempersulit staf
untuk melakukan pemungutan, dan faktor pendukungnya adalah dengan
pemungutan pajak ini adalah pedagang pasar masih tetap menjaga
keutuhan di lingkungan tempat usaha dan koordinasi yang baik antar
dinas dan staf pemungutan retribusi pasar serta (SKRD), Surat
Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPDORD) dan Surat Tagihan

Retribusi Daerah(STRD) sehinga ekonomis dalam penagihan.
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B. Saran
Sesuai dengan hasil pembahasan terhadap peneclitian diatas, maka saran yang
dapat diberikan adalah :

d) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dianggap sangat baik
ditinjau dari segi potensinya, karena retribusi kebersihan dapat
meningkatkan biaya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Daerah. Untuk itu sebaiknya mengenai retribusi ini agar lebih
diperhatikan lagi, terutama tentang pengenaan retribusinya yang harus
lebih ditekankan pada jenis — jenis pasar baik pada pasar tipe I dan pasar
tipe 1I. jenis — jenis tersebut harus lebih spesifik lagi agar memudahkan
dalam menentukan besarnya retribusi yang akan dipungut.

2. Seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam hal
ini Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup, Bapenda, Dinas Pasar,
UPTD serta yang terkait lebih mensosialisasikan peraturan perundang—
undangan yang berkaitan dengan retribusi, agar masyarakat lebih
mengetahui dan memahami substansi dari peraturan yang berlaku dan
pada akhirnya masyarakat dapat melakukan Retribusi kebersihan Plaza

Bandarjaya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
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